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ABSTRACT

In the era of globalization and rapid economic growth, pressure on the environment and biodiversity is
increasing, especially in the agrarian sector. This study explores the forms of crimes against
biodiversity in the agrarian context and the effectiveness of criminal law enforcement as a means of
protection. The focus of this study is on practices that threaten biodiversity, such as land use without
regard to ecological principles, excessive use of pesticides and herbicides, and land conversion from
natural ecosystems to monoculture agriculture that has the potential to damage habitats and reduce the
genetic quality of local plants. This study is a study that adopts normative legal research methods,
using a multidimensional approach, including legislation, conceptual, comparative, and futuristic. The
results of this study indicate that although laws in many countries have established a framework for
biodiversity protection, there are still gaps in effective implementation and enforcement. Limited
resources, lack of awareness, and conflicts of interest are often obstacles to protecting biodiversity in
the agrarian sector. Recommendations from this study include increasing cross-sectoral cooperation,
developing the capacity of law enforcement, and using a more holistic approach in land use planning
that takes ecological interests into account.

Keywords: Biodiversity; Environmental Crime; Criminal Law; Agrarian Sector; Law
Enforcement.

ABSTRAK

Di era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, tekanan terhadap lingkungan hidup dan
biodiversitas semakin meningkat, khususnya dalam sektor agraria. Penelitian ini mengeksplorasi
bentuk-bentuk kejahatan terhadap biodiversitas dalam konteks agraria dan efektivitas penegakan
hukum pidana sebagai sarana perlindungan. Fokus penelitian ini adalah pada praktik-praktik yang
mengancam keberagaman hayati, seperti penggunaan lahan tanpa memperhatikan prinsip ekologi,
penggunaan pestisida dan herbisida berlebihan, serta konversi lahan dari ekosistem alami ke pertanian
monokultur yang berpotensi merusak habitat dan menurunkan kualitas genetik tanaman lokal.
Penelitian ini merupakan studi yang mengadopsi metode penelitian hukum normatif, menggunakan
pendekatan multidimensional, termasuk perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan futuristik.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang di banyak negara telah menetapkan
kerangka kerja untuk perlindungan biodiversitas, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi dan
penegakan hukum vyang efektif. Keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran, dan konflik
kepentingan seringkali menjadi hambatan dalam melindungi biodiversitas di sektor agraria.
Rekomendasi dari studi ini termasuk peningkatan kerjasama lintas sektoral, pengembangan kapasitas
penegak hukum, serta penggunaan pendekatan yang lebih holistik dalam perencanaan penggunaan
lahan yang mempertimbangkan kepentingan ekologis.

Kata kunci: Biodiversitas; Kejahatan Lingkungan; Hukum Pidana; Sektor Agraria; Penegakan
Hukum.
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A. PENDAHULUAN

Penurunan  yang  signifikan  dalam
keanekaragaman hayati global terus menjadi
perhatian serius, mencapai penurunan sekitar 69
persen secara rata-rata dari tahun 1970 hingga
2018 (Butchart et al, 2010). Tidak terkecuali bagi
Indonesia, yang juga menghadapi tantangan
serupa. Penurunan angka keanekaragaman
hayati di Indonesia merupakan masalah yang
serius dan kompleks. Salah satu penyebab utama
adalah  deforestasi dan konversi lahan.
Deforestasi untuk pembukaan lahan pertanian,
perkebunan kelapa sawit, dan pemukiman
manusia menyebabkan hilangnya habitat alami
bagi banyak spesies. Selain itu, perubahan iklim
global juga berkontribusi signifikan terhadap
penurunan keanekaragaman hayati. Perubahan
pola cuaca, suhu, dan curah hujan akibat
perubahan iklim mempengaruhi ekosistem dan
spesies yang bergantung padanya. Eksploitasi
berlebihan, seperti penangkapan ikan yang tidak
terkendali dan perburuan liar, turut mempercepat
penurunan populasi spesies. Faktor-faktor ini,
bersama dengan polusi dan fragmentasi habitat,
menciptakan tekanan besar pada
keanekaragaman hayati Indonesia, yang terkenal
sebagai salah satu negara dengan biodiversitas
dan
yang

berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengatasi

terkaya di dunia. Upaya konservasi

pengelolaan  sumber daya alam

masalah ini dan melindungi kekayaan hayati
Indonesia. Dalam upaya untuk lebih memahami
dan status serta

mengukur tren populasi
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keanekaragaman hayati, penyusunan Indeks
Biodiversitas Indonesia menjadi langkah penting
(Ridhwan, 2012). Dengan indeks ini, kita dapat
menganalisis perubahan dalam populasi berbagai
spesies dan merancang tindakan perlindungan
dan pelestarian yang lebih terarah. Laporan
Living Planet 2022 yang disusun oleh organisasi
konservasi World Wide Fund for Nature (WWF)
menyoroti penurunan yang mengkhawatirkan ini.
Melalui Living Planet Index, WWF telah berhasil
mencatat penurunan rata-rata sebesar 69 persen
dalam populasi spesies yang mencerminkan
keberagaman hayati dunia dari tahun 1970
hingga 2018. Angka penurunan ini diperoleh
melalui pemantauan lebih dari 5.230 spesies di
seluruh dunia. Dengan demikian, penurunan
keanekaragaman  hayati  global  menjadi
peringatan akan pentingnya tindakan yang lebih
serius dan berkelanjutan untuk melestarikan
kehidupan liar di planet ini (Pandu, 2023).

Dalam konteks pembangunan
berkelanjutan dan
konflik

mendapatkan

perlindungan
di
khusus,
yang

peningkatan pada tahun 2022. Konflik ini, yang

lingkungan,

masalah agraria Indonesia

sorotan terutama

mengingat  laporannya mengalami
mencakup permasalahan penggunaan lahan dan
hak atas tanah, tidak hanya berdampak pada
kestabilan sosial dan ekonomi masyarakat lokal,
tetapi juga memiliki implikasi penting terhadap
pelestarian biodiversitas. Fokus utama dari
konflik-konflik

pengelolaan sumber daya alam dan interaksi

ini sering kali berkisar pada
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antara kebutuhan manusia dengan kelestarian
(Fakultas

Indonesia, 2023). Oleh karena itu, pemahaman

lingkungan Hukum  Universitas

yang mendalam tentang dinamika konflik agraria
dan pengaruhnya terhadap ekosistem adalah
penting untuk merumuskan solusi yang efektif

dan berkelanjutan (Hayati et al, 2021). Hal ini
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mendorong  kebutuhan  mendesak  untuk

mengeksplorasi strategi dan kebijakan yang
dapat menyeimbangkan kepentingan
pembangunan dengan pelestarian alam, yang
sama untuk

keduanya pentingnya

keberlangsungan

hidup dan
masyarakat (Risdiarto, 2017).

kesejahteraan

60 80 100

kasus

Gambar 1. Jumlah Kasus Konflik Agraria di Indonesia Berdasarkan Sektor (2022)

Gambar yang ditampilkan menunjukkan
jumlah  kasus konflik agraria di Indonesia
berdasarkan sektor pada tahun 2022 (Muhamad,
2023). Dari data tersebut, terlihat bahwa sektor
perkebunan mencatat jumlah kasus tertinggi
dengan 99 kasus. Ini menunjukkan bahwa
aktivitas perkebunan, yang melibatkan konversi
lahan dan perubahan penggunaan tanah secara
besar-besaran, seringkali menjadi sumber utama
konflik agraria di Indonesia. Sektor infrastruktur
menempati posisi kedua dengan 32 kasus, yang
mencerminkan banyaknya konflik yang terjadi

akibat pembangunan infrastruktur seperti jalan,

jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Sektor
properti berada di posisi ketiga dengan 26 kasus,
konflik  yang

pembangunan perumahan dan komersial. Sektor

menunjukkan muncul  dari
pertambangan dan kehutanan masing-masing
mencatat 21 dan 20 kasus, menunjukkan bahwa
eksploitasi sumber daya alam juga menjadi
sumber konflik agraria yang signifikan. Kasus
konflik yang lebih sedikit terjadi di sektor fasilitas
militer (6 kasus), pertanian (4 kasus), dan
pesisir/pulau kecil (4 kasus). Terlihat bahwa
lahan  untuk dan

konversi perkebunan

pembangunan infrastruktur adalah penyebab
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utama konflik agraria di Indonesia pada tahun
2022. Upaya untuk menyelesaikan konflik agraria
perlu difokuskan pada penanganan isu-isu di
sektor-sektor  ini, dengan  memperhatikan
keseimbangan antara pembangunan ekonomi
dan hak-hak masyarakat lokal atas tanah.
Analisis terhadap laporan Konsorsium
Pembaruan Agraria (KPA) yang mencatat 212
konflik agraria di Indonesia pada tahun 2022,
menunjukkan peningkatan sebesar 2,36% dari
tahun sebelumnya, mengungkapkan aspek
penting dalam kaitannya dengan pengelolaan
lahan dan pelestarian biodiversitas. Konflik-konflik
ini, yang terutama berpusat di sektor perkebunan,
tidak hanya menimbulkan masalah sosial dengan
mempengaruhi 346.402 kepala keluarga di 459
desalkota, tetapi juga menandakan adanya
tekanan berat pada ekosistem dan habitat alami.
Pengembangan perkebunan yang seringkali
melibatkan konversi lahan dari hutan atau area
alami menjadi lahan pertanian atau perkebunan,
secara
(Sawitri et al., 2020). Kehilangan habitat dan

ekosistem yang diakibatkannya

langsung mengancam  biodiversitas

fragmentasi
berdampak negatif pada spesies endemik dan
mengganggu fungsi ekologis vital seperti polinasi
dan siklus nutrien (Haddad et al., 2015). Dampak
sosial dari konflik agraria ini juga menunjukkan
betapa pentingnya kejelasan dan keadilan dalam
pengelolaan hak atas tanah. Konflik sering kali
hak

penggunaan lahan, dan pengakuan atas hak-hak

yang

berakar pada ketidakjelasan milik,

masyarakat  lokal, pada gilirannya
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menghambat upaya pelestarian biodiversitas
(Amalina, 2022). Masyarakat yang terlibat dalam
konflik memiliki kapasitas terbatas untuk
berpartisipasi dalam upaya konservasi, dan ini
berpotensi  mengurangi  efektivitas inisiatif
perlindungan lingkungan.

atau

Biodiversitas, keanekaragaman

hayati, =~ merupakan elemen  kunci  dari
keseimbangan ekologis planet kita dan esensial
bagi kelangsungan hidup manusia (McNeely,
2003). Biodiversitas tidak hanya penting dari
sudut pandang lingkungan, tetapi juga memiliki
nilai ekonomi, kesehatan, dan sosial yang
signifikan (Slootweg, 2005). Namun, di tengah
percepatan eksploitasi sumber daya alam untuk
memenuhi  kebutuhan pertumbuhan penduduk
global dan ekspansi ekonomi, biodiversitas
menghadapi ancaman yang belum pernah terjadi
sebelumnya (Wargadinata, 2021).

Konflik agraria di Indonesia menjadi isu
yang semakin mendesak, mengingat sektor
agraria merupakan tulang punggung produksi
pangan nasional. Ironisnya, sektor ini juga
menjadi salah satu sumber utama penurunan
biodiversitas, terutama melalui praktik pertanian
yang tidak berkelanjutan. Pada tahun 2022,
sektor perkebunan mencatat jumlah kasus konflik
99

tingginya ketegangan

agraria  tertinggi,  dengan kasus,

mencerminkan antara
kebutuhan ekspansi perkebunan dan hak-hak
tanah masyarakat lokal. Sektor infrastruktur dan
properti juga berkontribusi signifikan terhadap

konflik agraria, masing-masing dengan 32 dan 26
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kasus, yang menunjukkan besarnya dampak
pembangunan fisik terhadap penguasaan lahan.
Selain itu, sektor pertambangan dan kehutanan,
yang masing-masing mencatat 21 dan 20 kasus,
mengindikasikan bahwa eksploitasi sumber daya
alam kerap memicu pertikaian tanah. Sementara
itu, konflik di sektor fasilitas militer, pertanian, dan
pesisir/pulau kecil lebih sedikit, namun tetap
memerlukan perhatian. Mengatasi konflik agraria
di Indonesia membutuhkan pendekatan yang
holistik dan berkelanjutan, yang tidak hanya fokus
pada penyelesaian sengketa tetapi juga
memastikan bahwa praktik penggunaan lahan
biodiversitas  dan

mendukung  konservasi

kesejahteraan masyarakat lokal (Costantini,
2015). Kejahatan terhadap biodiversitas dalam
konteks agraria menjadi semakin kompleks dan
beragam, mulai dari perusakan habitat yang tidak
terkontrol hingga perdagangan ilegal produk-
produk pertanian yang berasal dari spesies yang
dilindungi (Maxwell et al, 2016).

Meskipun ada pengakuan internasional
dan nasional terhadap pentingnya melindungi
biodiversitas, seperti ditandai oleh Konvensi
(CBD)

berkelanjutan

Keanekaragaman Hayati dan tujuan
(SDGs),

kesenjangan yang signifikan antara komitmen

pembangunan

kebijakan dan pelaksanaannya tetap ada.
Kesenjangan ini terutama terlihat dalam sektor
agraria di Indonesia, di mana sering terjadi konflik
antara kepentingan konservasi lingkungan dan
pembangunan agraria. Kegiatan agraria, seperti

perluasan lahan pertanian dan perkebunan,
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sering kali mengakibatkan deforestasi dan
habitat

biodiversitas. Meskipun regulasi agraria telah

degradasi alami  yang mengancam

diatur  dalam  berbagai  undang-undang,

implementasinya sering kali terbentur oleh

kurangnya penegakan hukum, korupsi, dan
lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah
(Johnston, 2001). Hukum pidana memiliki peran
strategis dalam mengatasi masalah ini, namun
sering kali menghadapi tantangan dalam
penegakan yang efektif karena kendala sumber
daya, kesadaran hukum vyang rendah, dan
prioritas penegakan yang bersaing. Penelitian ini
bertujuan untuk mendalami dan menganalisis
secara kritis bagaimana hukum pidana dapat
berkontribusi  dalam  mengatasi  kejahatan
terhadap biodiversitas di sektor agraria. Melalui
latar belakang inilah, penelitian ini mencoba untuk
menjembatani antara hukum pidana dan praktik
perlindungan biodiversitas, serta menyediakan
rekomendasi

yang dapat menginformasikan

pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan

komunitas  pertanian  untuk  memperkuat
penegakan hukum dan praktek pertanian yang
berkelanjutan.

Sektor agraria berkelanjutan mengacu
pada praktik pengelolaan lahan dan sumber daya
alam yang mempertimbangkan keseimbangan
kebutuhan  ekonomi, dan

antara sosial,

lingkungan. Ini mencakup strategi untuk menjaga

produktivitas lahan jangka panjang,
meminimalkan ~ dampak  negatif  terhadap
ekosistem, dan mendukung kesejahteraan

214



Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024, halaman 210-242

masyarakat lokal. Pertanian yang berkelanjutan,
di sisi lain, menekankan praktik-praktik pertanian
yang tidak

penggunaan pupuk organik, rotasi tanaman, dan

merusak lingkungan,  seperti
teknik konservasi tanah yang bertujuan menjaga
kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati.
Sementara itu, ‘"lahan pertanian pangan
berkelanjutan" berfokus pada ketersediaan lahan
yang dikhususkan untuk produksi pangan yang
berkelanjutan, dengan orientasi pada ketahanan
pangan dan pemenuhan kebutuhan nutrisi
populasi. Istilah ini menekankan pada upaya
untuk memastikan bahwa lahan pertanian
digunakan secara efisien dan produktif untuk
memenuhi kebutuhan pangan saat ini tanpa
mengorbankan kemampuan generasi mendatang
untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena
istilah

"berkelanjutan” mengacu pada upaya untuk

itu, dalam karya ini, penggunaan

mencapai  keseimbangan  ekologis  dan
keberlanjutan jangka panjang di sektor agraria
dan pertanian, bukan hanya dalam konteks
ketahanan pangan semata.

Biodiversitas, atau  keanekaragaman
hayati, mencakup variasi kehidupan di semua
tingkat organisasi biologis, mulai dari genetik,
spesies, hingga ekosistem. Dalam konteks
operasional, biodiversitas dapat didefinisikan
sebagai variasi genetik di dalam dan di antara
populasi  spesies, keanekaragaman spesies
dalam suatu ekosistem, dan variasi ekosistem
dalam suatu wilayah geografis tertentu. Untuk

keperluan kajian ini, fokusnya adalah pada
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keanekaragaman spesies dan  ekosistem,
terutama yang terancam oleh kegiatan agraria
dan pembangunan berkelanjutan. Ini termasuk
hutan hujan tropis, lahan basah, dan terumbu
yang

mempertahankan keseimbangan ekologi

karang berperan  penting  dalam
dan
menyediakan layanan ekosistem yang vital bagi
kehidupan manusia. Definisi operasional ini

membantu mengarahkan analisis terhadap
dampak negatif aktivitas agraria dan pentingnya
perlindungan serta konservasi biodiversitas dalam
kerangka hukum dan kebijakan yang ada.
Penelitian ini berfokus pada tiga isu utama
terkait  dinamika

saling kejahatan

yang
biodiversitas dalam sektor agraria, fungsi hukum
pidana dalam perlindungan biodiversitas, dan
strategi menuju penegakan hukum yang lebih
efektif. Kejahatan terhadap biodiversitas dalam
sektor agraria

merupakan masalah yang

kompleks dan semakin  mengkhawatirkan.
Aktivitas seperti perambahan hutan, penebangan
yang tidak

berkelanjutan telah menyebabkan penurunan

liar, dan penggunaan lahan
keanekaragaman hayati yang signifikan. Di sisi
lain, hukum pidana memiliki peran penting dalam
upaya melindungi  biodiversitas,  namun
efektivitasnya masih menjadi tanda tanya besar.
yang tidak

ditindaklanjuti dengan sanksi yang memadai,

Banyak kasus pelanggaran
menunjukkan adanya celah dalam penegakan
hukum dan kebijakan yang ada. Analisis celah
(Gap Analysis) menunjukkan bahwa meskipun

telah ada berbagai regulasi yang bertujuan
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melindungi  biodiversitas, implementasinya di
lapangan masih jauh dari optimal. Beberapa
masalah utama yang diidentifikasi termasuk
koordinasi  antar

kurangnya lembaga,

keterbatasan sumber daya, serta lemahnya
pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu,
kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat
dalam menjaga Dbiodiversitas juga menjadi
kendala signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan
tersebut dengan merumuskan strategi dan
rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas
hukum  dalam

penegakan perlindungan

yang
komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat

biodiversitas. ~ Melalui  pendekatan
memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan
sistem hukum yang lebih kuat dan responsif
terhadap ancaman terhadap keanekaragaman
hayati di sektor agraria.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori
untuk mendukung analisis dan rekomendasi yang
diberikan. Pertama, teori kausalitas digunakan
sebab-akibat

antara praktik agraria yang tidak berkelanjutan

untuk  menunjukkan hubungan
dan kerusakan biodiversitas. Teori ini membantu

menjelaskan  bagaimana  tindakan  seperti
deforestasi, penggunaan pestisida berbahaya,
habitat

menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati

dan fragmentasi secara langsung

dan kerusakan ekosistem. Kedua, teori hukum
Mochtar

diterapkan untuk menegaskan bahwa hukum

pembangunan dari Kusumaatmadja

harus berfungsi sebagai alat untuk mencapai
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tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam
konteks ini, teori tersebut mendukung perlunya
penegakan hukum yang tegas dan sanksi yang
memadai untuk melindungi lingkungan dan
sumber daya alam. Ketiga, konsep pengelolaan
lahan  berkelanjutan  diintegrasikan  untuk
menekankan pentingnya praktik agraria yang
ramah lingkungan dan berkelanjutan, yang tidak
hanya memenuhi kebutuhan ekonomi tetapi juga
menjaga keseimbangan ekologis. Keempat,
pendekatan holistik dan multidisiplin diadopsi
untuk memastikan bahwa berbagai aspek,
termasuk kebijakan, teknologi, pendidikan, dan
kerjasama internasional, bekerja secara sinergis
dalam biodiversitas.

melindungi Dengan

demikian, tulisan ini menggabungkan teori
kausalitas, hukum pembangunan, pengelolaan
lahan berkelanjutan, dan pendekatan holistik
untuk menawarkan solusi yang komprehensif dan
efektif dalam upaya melindungi keanekaragaman
hayati dalam sektor agraria.

Biodiversitas dan urgensi peran hukum
pidana dalam sektor agraria telah menjadi fokus
berbagai penelitian sebelumnya yang diterbitkan
di jurnal nasional terakreditasi dan jurnal
internasional. Penelitian oleh Harianto (2022) di
Tora: dan

Jurnal Hukum Untuk Mengatur

Melindungi Masyarakat menyoroti mengenai
kejahatan bioterorisme berfokus pada ancaman
teror yang berbahaya dan sulit dideteksi serta
dampaknya terhadap hak asasi manusia,
mengkaji tindakan bioterorisme dalam perspektif

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
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Terorisme (Hariyanto, 2022). Penelitian oleh
Ryan Akbar Fitriadi (2021) di Jurnal Syntax Idea
mengenai penegakan hukum pidana di bidang
hidup berfokus

pertanggungjawaban dan sistem pemidanaan

lingkungan pada
dalam tindak pidana lingkungan hidup berbasis
konservasi, menemukan kelemahan norma dan
sanksi dalam UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009
yang tidak jelas dalam tujuan pemidanaan,
sehingga sering kali mengacu pada KUHP tanpa
menyentuh tujuan hukum lingkungan yaitu
pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam
(Fitriadi, 2021).
Nugraha, | Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani,
dan Fatma Ulfatun Najicha (2021) di Jurnal Tora:
Hukum  Untuk

Masyarakat mengenai peran hukum lingkungan

Penelitian oleh Arvin Asta

Mengatur dan  Melindungi
dalam mencegah kerusakan dan pencemaran
lingkungan hidup berfokus pada pentingnya
hukum alat  untuk

lingkungan  sebagai

mengendalikan  aktivitas  manusia  dalam
memanfaatkan sumber daya alam agar tidak
menyebabkan pencemaran dan kerusakan
lingkungan (Nugraha, Handayani, & Najicha,
2021). Penelitian oleh Reece Walters Diane
Solomon Westerhuis (2013) di Jurnal Crime, Law
and Social Change membahas isu-isu lingkungan
yang terus menarik perhatian internasional,
menjadikan hukum lingkungan sebagai area
yang

ini

yurisprudensi tumbuh  paling cepat.

Perkembangan memicu  peningkatan

pelanggaran dan kejahatan lingkungan. Proses

yudisial ~ terhadap  kejahatan  lingkungan
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berkembang pesat di berbagai yurisdiksi. Sejak
1979, Australia memimpin dalam pemrosesan
kejahatan lingkungan melalui Pengadilan Tanah
dan Lingkungan New South Wales (NSW LEC).
Artikel ini menganalisis bagaimana keadilan
lingkungan diadministrasikan melalui  struktur
pengadilan yang ada dan perubahannya sejak
pengadilan berdiri  (Walters, &
Westerhuis, 2013) Penelitian oleh Judge Anthony
Lucky (2018) di Journal of International Wildlife

Law & Policy membahas tentang bagaimana

tersebut

pengadilan berperan dalam mempromosikan dan
melindungi keanekaragaman hayati. Artikel ini
mengeksplorasi berbagai cara pengadilan dapat
memberikan  kontribusi

signifikan  terhadap

konservasi keanekaragaman hayati melalui
keputusan hukum yang mendukung perlindungan
spesies, habitat, dan ekosistem yang terancam
(Lucky, 2018).

Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada
kejahatan biodiversitas dalam sektor agraria,
menyoroti ancaman terhadap lingkungan akibat
yang tidak

penggunaan pestisida berlebihan, dan konversi

penggunaan lahan ekologis,
lahan menjadi pertanian monokultur. Penelitian ini
menekankan bahwa meskipun ada kerangka
hukum untuk perlindungan  biodiversitas,
implementasi dan penegakan hukum masih
kurang efektif. Rekomendasinya mencakup

peningkatan  kerjasama  lintas  sektoral,
pengembangan kapasitas penegak hukum, dan
holistik

penggunaan lahan. Dengan demikian, penelitian

pendekatan dalam  perencanaan
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ini menawarkan kebaruan dengan pendekatan
yang lebih holistik, menggabungkan teori hukum
pidana, ekologi hukum, dan kepatuhan hukum
untuk memberikan rekomendasi yang lebih efektif
dalam perlindungan biodiversitas di sektor
agraria. Penelitian ini tidak hanya melengkapi
literatur yang ada tetapi juga memberikan solusi

praktis yang dapat diimplementasikan untuk

mengatasi kejahatan biodiversitas di sektor
agraria di Indonesia.
B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini  merupakan studi yang

mengadopsi metode penelitian hukum normatif
(Salim, Utami, & Fernando, 2022). Menggunakan
pendekatan multidimensional, termasuk
perundang-undangan,
dan futuristik (Fernando, 2023). Dalam konteks

hukum pidana, penelitian ini secara cermat

konseptual, komparatif,

mengidentifikasi dan menganalisis berbagai
undang-undang, peraturan, dan ketentuan yang
berkaitan dengan kejahatan terhadap
biodiversitas dalam sektor agraria. Selain itu,
penelitian ini juga menganalisis konsep-konsep
dasar dalam hukum pidana yang relevan dengan
isu-isu biodiversitas. Sifat penelitian ini adalah
preskriptif, yang berarti bahwa selain menjelaskan
kondisi hukum yang ada, penelitian ini juga
memiliki dimensi preskriptif, yaitu memberikan
rekomendasi atau saran perbaikan terhadap
kerangka hukum yang ada untuk meningkatkan
perlindungan biodiversitas (Putra et al, 2023).

Analisis isi (content analysis) digunakan untuk
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menguraikan dan mengkategorikan data yang
telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan
peneliti untuk mengidentifikasi pola, perbedaan,
dan kesamaan dalam hukum pidana yang berlaku
di berbagai yurisdiksi (Herlambang, Fernando, &
2022).

komparatif digunakan untuk membandingkan

Rahmasari, Selain itu, pendekatan
hukum pidana yang berlaku di beberapa negara
atau wilayah yang memiliki keragaman dalam
masalah biodiversitas dan sektor agraria. Hal ini
yang lebih

mendalam tentang perbedaan pendekatan hukum

membantu dalam pemahaman

dalam melindungi biodiversitas di
Terakhir,

digunakan untuk merumuskan pandangan masa

berbagai

konteks. pendekatan  futuristik
depan tentang bagaimana hukum pidana dalam
sektor agraria dapat diperbaiki atau ditingkatkan
untuk menghadapi tantangan yang akan datang
dalam pelestarian biodiversitas. Ini melibatkan
pertimbangan  tentang  perubahan  iklim,
perubahan teknologi, dan evolusi tantangan
hukum yang mungkin timbul di masa depan.
Dengan menggunakan metode penelitian yang
beragam ini, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan wawasan yang mendalam tentang
peran  hukum

pidana dalam  melindungi

biodiversitas  dalam  sektor agraria  dan
menghasilkan rekomendasi yang berharga untuk
perbaikan atau pengembangan hukum yang lebih
efektif dalam menghadapi tantangan pelestarian

biodiversitas.
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Dinamika Kejahatan Biodiversitas dalam
Sektor Agraria
Pembangunan dan pelestarian lingkungan
hidup saling terkait dan mempengaruhi satu sama
lain, baik dalam aspek manfaat maupun dalam
dampak sampingan yang timbul. Pemerintah
Indonesia, sebagai otoritas utama dalam
pengelolaan lingkungan, telah berupaya untuk
meminimalisir  dampak  negatif ini guna
menciptakan lingkungan yang sehat dan kondusif.
Dalam rangka mencapai tujuan ini, salah satu
langkah yang telah diambil adalah dengan
mengesahkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosistemnya. UU ini dirancang untuk
melindungi sumber daya alam dan ekosistem di
Indonesia, tetapi dalam praktiknya, masih
terdapat tantangan dalam implementasi dan
efektivitasnya  dalam  menangani  isu-isu
lingkungan (Najemi, & Usman, 2018).
Ditambah dinamika kejahatan terhadap
biodiversitas dalam sektor agraria adalah topik
yang

Kejahatan terhadap biodiversitas, atau kerusakan

sangat kompleks dan multidimensi.
terhadap keanekaragaman hayati, sering kali
terjadi dalam konteks sektor agraria yang
mencakup penggunaan lahan untuk pertanian,
perkebunan, dan kegiatan terkait lainnya.
Pertama, salah satu bentuk kejahatan
terhadap biodiversitas dalam sektor agraria
yang tidak

Deforestasi, yang seringkali dilakukan untuk

adalah deforestasi terkendali.
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membuka lahan bagi kegiatan pertanian atau
perkebunan, mengakibatkan hilangnya habitat
bagi banyak spesies flora dan fauna (Paramudita,
Hertati, & Syafrialdi, 2020). Hal ini tidak hanya
mengurangi keanekaragaman hayati tetapi juga
mengganggu keseimbangan ekosistem. Misalnya,
penggundulan hutan di Amazon dan di Indonesia
telah

spesies

untuk  perkebunan  kelapa  sawit

menyebabkan penurunan  populasi

tertentu dan mengganggu rantai makanan.
Kedua, penggunaan pestisida dan bahan kimia
lain dalam pertanian juga berkontribusi terhadap
kerusakan biodiversitas (Firmansyah, & Subowo,
2012). yang

mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman

Pestisida digunakan  untuk
sering kali memiliki efek toksik pada organisme
lain yang tidak ditargetkan, termasuk serangga
penyerbuk seperti lebah dan kupu-kupu. Hal ini
dapat mengurangi populasi serangga penyerbuk
yang penting untuk reproduksi banyak tanaman
dan bunga, serta mengganggu keseimbangan
ekologis (Hashimi, Hashimi, & Ryan, 2020).
Ketiga, konversi lahan menjadi area pertanian
sering kali menyebabkan fragmentasi habitat.
Fragmentasi ini dapat membatasi pergerakan
spesies liar, mengurangi kesempatan mereka
untuk mencari makan, berkembang biak, dan
berinteraksi dengan spesies lain, yang pada
gilirannya mengurangi keanekaragaman genetik
dan resiliensi ekosistem (Krauss et al, 2010).
Analisis mendalam terhadap dinamika ini
menunjukkan bahwa solusi untuk masalah ini
bersifat dan melibatkan

harus multidisiplin
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berbagai pemangku kepentingan. Perlunya
pendekatan yang lebih berkelanjutan dalam
praktik

dan

sektor agraria, seperti pertanian

berkelanjutan,  reboisasi, penggunaan
pestisida organik, sangat penting untuk menjaga
biodiversitas. Selain itu, kebijakan dan regulasi
yang lebih ketat terhadap pembukaan lahan dan

penggunaan bahan kimia di sektor pertanian

dapat  membantu dalam perlindungan
biodiversitas.
Analisis terhadap dinamika kejahatan

ternadap biodiversitas dalam sektor agraria
menyoroti beberapa aspek penting yang harus
diperhatikan. Salah satunya adalah dampak
perubahan iklim yang dipercepat oleh praktik
agraria yang tidak berkelanjutan. Praktik-praktik
seperti deforestasi untuk pembukaan lahan
pertanian, pembakaran hutan untuk perkebunan,
dan penggunaan bahan kimia berlebihan dalam
pertanian konvensional berkontribusi signifikan
terhadap emisi gas rumah kaca. Deforestasi,
misalnya, mengurangi kemampuan hutan untuk
dioksida

sementara pembakaran hutan secara langsung

menyerap  karbon dari  atmosfer,
melepaskan sejumlah besar karbon ke udara.
Selain itu, penggunaan pupuk kimia dan pestisida
tidak hanya mencemari tanah dan air, tetapi juga
menghasilkan nitrous oxide, gas rumah kaca
yang sangat kuat. Akibatnya, perubahan iklim
semakin cepat terjadi, menyebabkan suhu global
meningkat, pola cuaca menjadi tidak menentu,
dan frekuensi serta intensitas bencana alam
Praktik yang tidak

meningkat. agraria
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berkelanjutan ini tidak hanya merusak lingkungan
tetapi juga mengancam keberlanjutan produksi
pangan dan kesejahteraan masyarakat yang
bergantung pada sektor agraria. Perubahan iklim,
seperti peningkatan suhu global, perubahan pola
curah hujan, dan kejadian ekstrem iklim,
berdampak signifikan pada distribusi spesies dan
ekosistem (Pecl et al, 2017). Spesies yang tidak
mampu beradaptasi atau bermigrasi untuk
menemukan kondisi yang lebih sesuai menjadi
rentan dan dapat mengalami penurunan atau
punah. Oleh karena itu, strategi adaptasi
terhadap perubahan iklim harus menjadi bagian
integral dari upaya pelestarian biodiversitas.
Dalam kajian ini, penting untuk menjelaskan
kategori perbuatan kejahatan yang menjadi fokus,
yaitu kejahatan lingkungan yang berdampak
langsung pada biodiversitas dalam konteks
agraria. Kejahatan lingkungan ini mencakup
tindakan-tindakan seperti perambahan hutan

ilegal untuk membuka lahan  pertanian,

pembalakan liar untuk perkebunan, serta
pembakaran hutan untuk alih fungsi lahan.
Tindakan-tindakan ini tidak hanya menyebabkan
degradasi lingkungan tetapi juga mempercepat
hilangnya spesies yang tidak dapat beradaptasi
dengan cepat terhadap perubahan drastis di
habitat mereka.

Dalam sektor agraria, aktivitas-aktivitas ilegal
ini sering kali didorong oleh kebutuhan untuk
memperluas lahan pertanian atau perkebunan,
yang pada akhirnya mengakibatkan kerusakan

besar pada ekosistem alami dan mengancam
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biodiversitas. Misalnya, pembukaan lahan untuk
perkebunan kelapa sawit sering kali melibatkan
pembakaran hutan, yang tidak hanya merusak
habitat tetapi juga memicu perubahan iklim lokal.
Kejahatan agraria seperti ini memperparah
kerentanan spesies terhadap perubahan iklim dan
degradasi habitat (Mawdsley, O’'malley, & Ojima,
2009).

Selain itu, kehilangan keanekaragaman
genetik dalam tanaman pertanian juga menjadi
perhatian. Praktik penanaman monokultur yang
luas mengurangi  keanekaragaman genetik
tanaman, membuatnya lebih rentan terhadap
penyakit dan

perubahan lingkungan.

Menggunakan varietas tanaman lokal dan
tradisional yang lebih tahan terhadap kondisi lokal
dapat membantu dalam menjaga
keanekaragaman genetik (van Dooren, 2009).
Pendidikan dan kesadaran masyarakat juga
memiliki peran penting dalam mengatasi masalah
ini. Peningkatan kesadaran tentang pentingnya
biodiversitas dan dampak negatif praktik agraria
yang

masyarakat mengadopsi teknik pertanian yang

tidak berkelanjutan dapat membantu
lebih ramah lingkungan. Teknologi dan inovasi
dalam pertanian berkelanjutan, seperti sistem
irigasi yang efisien dan penggunaan teknologi
drone untuk pemantauan tanaman, dapat
membantu mengurangi dampak negatif terhadap
biodiversitas (Libran-Embid et al, 2020). Selain
itu, keterlibatan sektor swasta dan kebijakan
pemerintah sangat penting dalam mendorong

praktik berkelanjutan. Insentif untuk pertanian
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berkelanjutan, regulasi yang ketat terhadap
deforestasi, dan dukungan untuk riset dan
pengembangan dalam teknologi pertanian ramah
ke

pertanian yang lebih berkelanjutan. Kerjasama

lingkungan dapat mempercepat transisi
internasional juga menjadi faktor kunci dalam
mengatasi masalah kehilangan biodiversitas ini.
Masalah ini bersifat global dan memerlukan solusi
global.  Kerjasama internasional,  melalui
perjanjian, konvensi, dan kerjasama riset, dapat
dalam
di

Contohnya adalah Konvensi Keanekaragaman

berperan  penting mempromosikan

tindakan  berkelanjutan tingkat global.
Hayati (Convention on Biological Diversity) yang
bertujuan untuk memajukan upaya pelestarian
biodiversitas secara global (Chandra, & Idrisova,
2011).

Pendekatan komprehensif yang melibatkan
kebijakan, teknologi, pendidikan, dan kerjasama
internasional menjadi kunci dalam mengatasi
tantangan kejahatan terhadap biodiversitas dalam
sektor agraria. Hal ini membutuhkan komitmen
dan tindakan bersama dari semua pemangku
kepentingan untuk mencapai tujuan pelestarian
biodiversitas dan pembangunan berkelanjutan.

Beberapa

negara telah menunjukkan

kemajuan luar biasa dalam  melindungi
biodiversitas melalui hukum dan kebijakan yang
mereka adopsi. Di Kanada, melalui Canada
National Parks Act, taman nasional yang banyak
dan beragam habitat dilindungi, menawarkan
perlindungan bagi spesies seperti beruang, bison,

dan serigala, dengan sanksi yang meliputi denda
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dan hukuman penjara untuk pelanggaran serius
(Pascual et al, 2021). China, dengan Wildlife
Protection Law dan The Judicial Interpretation,
melindungi tumbuhan dan satwa liar, termasuk
sanksi berat seperti hukuman penjara minimal
sepuluh tahun untuk pembunuhan spesies
serangga yang dilindungi (Fang et al, 2022).
Norwegia mengedepankan perlindungan semua
mamalia terestrial dan lainnya melalui Nature
Diversity Act, dengan penekanan pada spesies
prioritas (Daugstad, 2011). Zimbabwe, melalui
Zimbabwe National Parks dan Wildlife Act,
menetapkan area konservasi yang luas (Kock,
1996). Tanzania, dengan Wildlife Conservation
Act, mengalokasikan sepertiga wilayahnya untuk
konservasi, menerapkan penegakan hukum yang
ketat. Namibia, salah satu negara pertama di
Afrika  yang

lingkungan ke dalam konstitusi, menciptakan

memasukkan  perlindungan
konservasi komunal (Gargallo, 2015). Semua
negara ini menunjukkan pendekatan unik dan
berkomitmen dalam melindungi biodiversitas,
meskipun detail spesifik sanksi tidak selalu
disebutkan dalam setiap kasus.

Dibandingkan dengan Indonesia,

yang
memiliki Undang-Undang Konservasi Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No. 5
Tahun 1990), masih terdapat berbagai tantangan
dalam implementasinya.

Meskipun  undang-

undang ini telah mencakup perlindungan

terhadap satwa dan tumbuhan yang dilindungi,
penegakan hukum sering kali lemah dan korupsi
hambatan besar.

menjadi Berbeda dengan
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negara-negara seperti Kanada dan China yang
menerapkan sanksi berat dan memiliki sistem
penegakan hukum yang lebih efektif, Indonesia
perlu hukum dan

memperkuat penegakan

memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan
memberikan efek jera yang nyata. Selain itu,
Indonesia dapat belajar dari Namibia dalam
mengintegrasikan perlindungan lingkungan ke
dalam konstitusi dan mengembangkan model
konservasi komunal yang melibatkan masyarakat
lokal secara aktif. Dengan mempelajari dan
mengadopsi praktik terbaik dari negara-negara
lain, Indonesia dapat meningkatkan efektivitas
kebijakan dan hukum dalam  melindungi
biodiversitasnya.
2. Fungsi Hukum Pidana dalam Perlindungan
Biodiversitas
Peran dan efektivitas hukum pidana dalam
perlindungan biodiversitas menjadi sangat krusial
biodiversitas

mengingat dinamika kejahatan

dalam sektor agraria. Menggunakan teori

kausalitas, manusia dapat memahami bagaimana
di
deforestasi untuk pembukaan lahan pertanian,

tindakan ilegal sektor agraria, seperti

pembalakan liar, dan pembakaran hutan, secara
langsung menyebabkan kerusakan lingkungan
dan  hilangnya  keanekaragaman  hayati.
Kejahatan-kejahatan ini merusak habitat alami,
mengganggu ekosistem, dan mempercepat
punahnya spesies yang tidak mampu beradaptasi
dengan cepat. Dalam konteks ini, teori kausalitas
menunjukkan hubungan sebab-akibat yang jelas

antara praktik agraria yang tidak berkelanjutan
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dan penurunan biodiversitas. Peristiwa pidana
yang timbul dari tindakan-tindakan ini, seperti
perusakan habitat kritis dan perdagangan satwa
liar, memperkuat urgensi peran hukum pidana
dalam mengatasi masalah ini. Penegakan hukum
pidana yang tegas dapat memberikan efek jera
kepada pelaku kejahatan lingkungan, memastikan
bahwa mereka bertanggung jawab atas
kerusakan yang mereka sebabkan. Selain itu,
hukum pidana dapat berfungsi sebagai alat untuk
yang
berkelanjutan dengan menetapkan standar dan

mempromosikan praktik agraria
sanksi yang jelas bagi pelanggaran. Efektivitas
hukum pidana dalam perlindungan biodiversitas
keberhasilan dalam

tergantung pada

mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengadili
kejahatan lingkungan, serta koordinasi yang baik
antara berbagai lembaga penegak hukum dan
pemerintahan.

Peran hukum pidana dalam perlindungan
biodiversitas adalah sangat penting dan
efektivitasnya dapat memiliki dampak signifikan
dalam pelestarian keanekaragaman hayati (Li et
al, 2021). Hukum pidana dapat menawarkan
kerangka kerja untuk pencegahan, penindakan,
dan pemberian sanksi terhadap kegiatan yang
merusak biodiversitas (Rées, 2001). Berikut
adalah beberapa aspek kunci dalam peran dan
efektivitas hukum pidana dalam konteks ini:

a. Pencegahan dan Penindakan

Peran hukum pidana dalam perlindungan

biodiversitas sangat penting karena memberikan

kerangka kerja hukum yang dapat mencegah,
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menindak, dan memberikan sanksi terhadap
tindakan yang merusak keanekaragaman hayati,
terutama dalam sektor agraria. Salah satu aspek
kunci dari peran ini adalah dalam pencegahan
yang
merugikan biodiversitas akibat praktik agraria

dan penindakan terhadap tindakan
yang tidak berkelanjutan. Misalnya, hukum pidana
dapat digunakan untuk mencegah perambahan
hutan ilegal yang sering dilakukan untuk
membuka lahan pertanian atau perkebunan. Di
ada

banyak negara, undang-undang yang

melarang  perambahan hutan ilegal dan
memberikan sanksi berat bagi pelaku yang
tertangkap. Contoh kasusnya adalah ketika
individu atau kelompok secara ilegal membuka
hutan untuk ditanami kelapa sawit atau tanaman
komersial lainnya. Hukum pidana yang ketat
memainkan peran penting dalam mengintimidasi
pelaku potensial dan mengurangi tingkat
deforestasi ilegal. Selain itu, hukum pidana juga
dapat digunakan untuk mengatasi perdagangan
kayu ilegal dan perusakan habitat alami. Sebagai
contoh, Konvensi  tentang  Perdagangan
Internasional dalam Satwa Liar yang Terancam
Punah (CITES) adalah perjanjian internasional
yang mengatur perdagangan spesies-spesies
yang terancam punah (Phelps et al, 2010).
Negara-negara yang merupakan anggota CITES
mengadopsi untuk

undang-undang pidana

melaksanakan  ketentuan  perjanjian ini.
Pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat
mengakibatkan sanksi pidana, termasuk denda

besar atau penjara. Dalam hal perusakan habitat
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yang sering terjadi akibat pembalakan liar di
sektor agraria, hukum pidana juga dapat berperan
penting. Misalnya, undang-undang pidana dapat
melarang pembalakan liar atau penghancuran
habitat alami yang penting bagi keanekaragaman
Ketika

melanggar undang-undang ini dengan menebang

hayati. individu atau perusahaan
hutan secara ilegal atau merusak ekosistem
penting untuk membuka lahan pertanian, mereka
dapat dituntut secara pidana. Dengan adanya
hukum pidana yang ketat dan efektif, masyarakat
memiliki alat hukum yang kuat untuk melindungi
biodiversitas di sektor agraria. Dalam hal ini,
hukum pidana berperan sebagai penjaga dan
penegak yang dapat mencegah tindakan merusak
lingkungan dan menghukum mereka yang
melanggar undang-undang tersebut. Ini adalah
salah satu pilar penting dalam upaya pelestarian
keanekaragaman hayati dan keberlanjutan praktik
agraria di seluruh dunia (Phelps et al, 2010).
b. Pemberian Sanksi

Pemberian sanksi dalam kerangka hukum
pidana sentral  dalam

memegang  peran

melindungi  biodiversitas.  Hukum  pidana
menyediakan mekanisme untuk menghukum
pelaku yang terbukti melakukan tindakan yang
merusak keanekaragaman hayati (Bragadotir,
2023). Sanksi ini mencakup berbagai bentuk,
seperti denda, penjara, atau kadang-kadang
kedua-duanya, dan bertujuan untuk menciptakan
efek jera serta memberikan sinyal bahwa
tindakan tersebut tidak dapat diterima dalam
Peran dalam

masyarakat. hukum  pidana
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perlindungan biodiversitas sangat penting karena
memberikan kerangka kerja hukum yang dapat
mencegah, menindak, dan memberikan sanksi
yang
keanekaragaman hayati, terutama dalam sektor

terhadap tindakan merusak
agraria. Salah satu aspek kunci dari peran ini
adalah dalam pencegahan dan penindakan
terhadap tindakan yang merugikan biodiversitas
akibat praktik agraria yang tidak berkelanjutan.
Misalnya, hukum pidana dapat digunakan untuk
mencegah perambahan hutan ilegal yang sering
dilakukan untuk membuka lahan pertanian atau
perkebunan. Di banyak negara, ada undang-
undang yang melarang perambahan hutan ilegal
dan memberikan sanksi berat bagi pelaku yang
contoh, dalam kasus

tertangkap. Sebagai

perambahan hutan ilegal untuk perkebunan
kelapa sawit, pelaku yang tertangkap dapat
dikenai sanksi pidana berupa denda besar
Denda

jumlah  yang

dan/atau  penjara. tersebut  dapat

mencakup signifikan  untuk
menghukum pelaku dan mengurangi insentif
ekonomi untuk melakukan perambahan ilegal.
Selain itu, ancaman penjara dapat menjadi
deterrensi yang kuat, karena dapat mengancam
kebebasan individu yang terlibat dalam tindakan
tersebut. Pada tingkat internasional, Konvensi
tentang Perdagangan Internasional dalam Satwa

Liar yang Terancam Punah (CITES) juga

menyediakan kerangka hukum yang
memungkinkan negara-negara anggota
memberlakukan  sanksi  pidana  terhadap

pelanggaran perjanjian ini. Ini mencakup sanksi
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yang dapat diberlakukan terhadap individu atau
perusahaan yang terlibat dalam perdagangan
spesies yang terancam punah tanpa izin yang
sesuai. Dalam hal perusakan habitat, undang-
undang pidana juga dapat memberikan sanksi
kepada mereka yang melakukan tindakan
merusak lingkungan. Misalnya, pembalakan liar
yang merusak hutan primer dan mengancam
ekosistem penting dapat dikenai denda yang
signifikan untuk mengganti kerusakan yang

disebabkan atau untuk mendukung upaya
restorasi, serta ancaman penjara bagi pelaku
yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
Pemberian sanksi pidana ini bukan hanya untuk
membalas tindakan yang merusak, tetapi juga
untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan
masyarakat secara umum. Dengan adanya
sanksi yang tegas, masyarakat menjadi lebih
sadar akan pentingnya melindungi biodiversitas
dan akan berpikir dua kali sebelum terlibat dalam
tindakan yang dapat merusak alam. Dalam
konteks sektor agraria, penerapan hukum pidana
yang ketat dapat mencegah tindakan-tindakan
seperti pembakaran hutan untuk pembukaan
lahan baru, penggunaan bahan kimia yang
merusak liar.

lingkungan, dan pembalakan

Dengan demikian, pemberian sanksi dalam
kerangka hukum pidana adalah salah satu cara
efektif untuk menjaga keanekaragaman hayati
dan melindungi lingkungan hidup. Ini memastikan
praktik dilakukan

berkelanjutan, dampak

bahwa agraria secara

mengurangi negatif

terhadap biodiversitas, dan mendukung upaya
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konservasi di tingkat nasional dan internasional.
Karakteristik yang membedakan antara ancaman
sanksi pidana dengan sanksi hukum lainnya,
seperti sanksi administratif atau perdata, terletak
pada beberapa aspek utama:
1) Efek Jera

Sanksi pidana, seperti penjara dan denda
besar, memiliki efek jera yang lebih kuat

dibandingkan  sanksi  administratif ~ (seperti

peringatan atau penalti kecil) atau sanksi perdata
rugi).
kebebasan pribadi melalui hukuman penjara

(seperti  ganti Ancaman  kehilangan
memberikan tekanan psikologis yang lebih besar
kepada pelaku, mendorong mereka untuk tidak
mengulangi perbuatan tersebut.
2) Stigma Sosial

Sanksi pidana membawa stigma sosial
yang signifikan. Pelaku yang dihukum pidana
sering kali menghadapi dampak sosial yang
berat, seperti kehilangan reputasi dan peluang
yang tidak

dibandingkan dengan pelanggaran yang hanya

kerja, sekeras  dampaknya

dikenai sanksi administratif atau perdata.
3) Penegakan dan Kepastian Hukum

Hukum pidana memberikan kerangka kerja
yang lebih tegas dan pasti dalam penegakan
hukum.  Proses

pidana yang melibatkan

penyelidikan,  penuntutan, dan  pengadilan

memberikan jaminan bahwa pelanggaran tidak
akan diabaikan. Sebaliknya, sanksi administratif
atau lebih  mudah

perdata  mungkin

dinegosiasikan atau diabaikan.
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4) Perlindungan Publik Hukum pidana bertujuan
melindungi kepentingan publik secara lebih
luas.

Pelanggaran yang merusak lingkungan dan
biodiversitas adalah ancaman bagi masyarakat
luas, dan hukum pidana menegaskan bahwa
pelanggaran tersebut tidak dapat diterima karena
merugikan kepentingan umum.

Peran hukum pidana dalam perlindungan
biodiversitas sangat penting karena memberikan
kerangka kerja hukum yang dapat mencegah,
menindak, dan memberikan sanksi terhadap
tindakan yang merusak keanekaragaman hayati,
terutama dalam sektor agraria. Salah satu aspek
kunci dari peran ini adalah dalam pencegahan
yang
merugikan biodiversitas akibat praktik agraria

dan penindakan terhadap tindakan
yang tidak berkelanjutan. Misalnya, hukum pidana
dapat digunakan untuk mencegah perambahan
hutan ilegal yang sering dilakukan untuk
membuka lahan pertanian atau perkebunan. Di
banyak negara, ada undang-undang yang

melarang  perambahan hutan ilegal dan
memberikan sanksi berat bagi pelaku yang
tertangkap. Dalam konteks sektor agraria,
penerapan hukum pidana yang ketat dapat
mencegah tindakan-tindakan seperti pembakaran
hutan untuk pembukaan lahan baru, penggunaan
bahan kimia yang merusak lingkungan, dan
pembalakan liar. Dengan demikian, pemberian
sanksi dalam kerangka hukum pidana adalah
efektif

hayati

salah satu cara untuk  menjaga

keanekaragaman dan  melindungi
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lingkungan hidup. Ini memastikan bahwa praktik

agraria  dilakukan ~ secara  berkelanjutan,

mengurangi  dampak  negatif  terhadap
biodiversitas, dan mendukung upaya konservasi
di tingkat nasional dan internasional.
c. Perlindungan Spesies dan Habitat

Hukum pidana memainkan peran penting
dalam perlindungan spesies dan habitat di
seluruh dunia. Melalui kerangka hukum ini,
pemerintah memiliki wewenang untuk mengambil
konkrit

keanekaragaman hayati (Snape, 1997). Salah

langkah-langkah dalam  pelestarian
satu langkah utama yang dapat diambil melalui

hukum pidana adalah  penetapan  dan
perlindungan area konservasi. Pemerintah dapat
mengidentifikasi dan mendeklarasikan kawasan
konservasi yang memiliki nilai ekologis yang
tinggi, seperti taman nasional, cagar alam, atau
hutan lindung. Undang-undang pidana dapat
diterapkan untuk melarang aktivitas yang
merusak di dalam atau di sekitar area konservasi
ini. Contohnya adalah melarang perburuan ilegal,
pertambangan ilegal, atau perusakan habitat
alami yang ada di dalam kawasan konservasi.
Perlindungan spesies yang terancam punah juga
telah diatur melalui hukum pidana. Hukum Pidana
dapat melarang perburuan, penangkapan, atau
perdagangan spesies yang terancam punah atau
dilindungi. Contoh kasusnya adalah ketika

individu atau  organisasi terlibat  dalam

perdagangan gading gajah, yang merupakan

yang
Indonesia Nomor 5 Tahun

spesies
Republik

dilindungi.  Undang-Undang

1990
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menetapkan sanksi pidana terhadap penjualan
gading gajah. Pasal 21 ayat (1) dan (2) melarang
tindakan  seperti menangkap, membunuh,
memiliki, mengangkut, dan memperdagangkan
satwa yang dilindungi, termasuk gajah dan
gadingnya. Pelanggaran terhadap pasal ini
dihukum dengan penjara maksimal 5 tahun
dan/atau denda hingga Rp 100.000.000,00,
berdasarkan Pasal 40 ayat (2). Tindak pidana ini
dikategorikan sebagai kejahatan menurut Pasal
40 ayat (5), menegaskan bahwa pelanggaran
tersebut dianggap serius oleh hukum Indonesia.
Penilaian terhadap sanksi yang ditetapkan dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 1990, khususnya terkait penjualan gading
gajah, memerlukan analisis yang komprehensif
untuk menentukan apakah sanksi tersebut cukup
menimbulkan efek jera. Pasal 21 ayat (1) dan (2)
melarang  tindakan

seperti  menangkap,

membunuh,  memiliki,  mengangkut,  dan

memperdagangkan satwa yang  dilindungi,
termasuk gajah dan gadingnya. Pelanggaran
terhadap pasal ini dihukum dengan penjara
maksimal 5 tahun dan/atau denda hingga Rp
100.000.000,00, berdasarkan Pasal 40 ayat (2).
Meskipun hukum ini menunjukkan niat yang kuat
untuk melindungi satwa yang dilindungi,
efektivitasnya dalam menimbulkan efek jera dapat
dipertanyakan. Pertama, tingkat kepatuhan dan
penegakan hukum memainkan peran penting.
Jika penegakan hukum lemah atau korupsi
merajalela, sanksi tersebut mungkin tidak cukup

menimbulkan efek jera. Kedua, perbandingan
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antara denda yang dikenakan dan potensi
keuntungan dari perdagangan gading gajah perlu
dipertimbangkan. Jika denda maksimum Rp
100.000.000,00  tidak

keuntungan yang bisa diperoleh dari penjualan

sebanding  dengan
gading di pasar gelap, maka hukuman ini
mungkin tidak efektif dalam menghalangi pelaku
potensial. Oleh karena itu, meskipun sanksi yang
ada sudah menunjukkan langkah yang baik,
peningkatan dalam hal penegakan hukum dan
penyesuaian besaran denda agar sebanding
dengan potensi keuntungan ilegal mungkin
diperlukan untuk meningkatkan efek jera dan
melindungi biodiversitas secara lebih efektif.
Dengan mengenakan sanksi pidana, pemerintah
dapat menekan perdagangan ilegal tersebut dan
memberikan perlindungan hukum yang kuat
kepada spesies yang terancam punah. Selain itu,
hukum pidana juga dapat digunakan untuk
mengatur aktivitas yang diperbolehkan di habitat-
habitat kritis. Misalnya, hukum pidana dapat
membatasi aktivitas pertanian atau pembangunan
di  daerah yang

keanekaragaman hayati. Ini membantu dalam

rawa penting  bagi
menjaga ekosistem yang rentan dan mencegah
kerusakan yang dapat memengaruhi spesies
yang tinggal di sana. Dengan adanya kerangka
hukum pidana yang kuat, pemerintah memiliki
alat yang efektif untuk melindungi spesies dan
habitat yang penting bagi keanekaragaman

tidak

tetapi juga manusia,

hayati.  Perlindungan ini hanya
menguntungkan alam,

karena keberlanjutan ekosistem adalah kunci
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untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan
penyediaan sumber daya alam yang penting bagi
kehidupan manusia.
d. Penegakan Hukum Internasional

Hukum pidana memiliki peran yang sangat
penting dalam penegakan perjanjian internasional
yang
biodiversitas,

berkaitan dengan perlindungan

seperti  Konvensi  tentang
Perdagangan Internasional dalam Satwa Liar
yang Terancam Punah (CITES). CITES adalah
salah satu contoh perjanjian internasional yang
mengatur perdagangan spesies-spesies hewan
dan tumbuhan yang terancam punah atau
dilindungi (CITES, 2023). Dalam konteks CITES,
hukum pidana dapat digunakan oleh negara-
negara anggota untuk menghukum pelaku yang
terlibat dalam perdagangan ilegal spesies yang
dilindungi.  Pemerintah  dapat mengadopsi
undang-undang pidana yang khusus untuk
melaksanakan ketentuan CITES dan memberikan
sanksi kepada individu atau perusahaan yang
terlibat dalam perdagangan ilegal ini. Contoh
konkret adalah ketika seseorang mencoba untuk
menyelundupkan kulit harimau yang dilindungi
melalui perbatasan internasional tanpa izin atau
dokumen yang sah sesuai dengan CITES. Dalam
hal ini, hukum pidana dapat diterapkan untuk
menghukum pelaku dengan denda besar atau
penjara. Selain itu, hukum pidana juga dapat
digunakan untuk menghukum pelanggaran
terhadap perjanjian internasional lainnya yang
berkaitan dengan perlindungan biodiversitas.
adalah ketika sebuah

Contohnya negara
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melanggar  perjanjian  internasional  yang
mengatur penggunaan lahan atau eksploitasi
sumber daya alam yang dapat merusak habitat
dan spesies yang terancam punah. Dengan
yang

perjanjian

adanya kerangka hukum  pidana

memungkinkan penegakan
internasional, negara-negara dapat bekerja sama
untuk melindungi biodiversitas secara global. Ini
membantu dalam mengatasi tantangan lintas
batas dan memastikan bahwa perdagangan ilegal
atau tindakan merusak terhadap
keanekaragaman hayati dapat dicegah dan
dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Menuju Penegakan Hukum yang Lebih
Efektif: Strategi dan Rekomendasi
Pengelolaan agraria yang bertanggung
jawab merupakan kunci penting dalam upaya
(Wright, Lake, &

Dolman, 2012). Agraria, yang berkaitan dengan

perlindungan biodiversitas

penggunaan dan pengelolaan tanah, memiliki
peran langsung dan signifikan dalam pelestarian
habitat alami serta spesies yang hidup di
dalamnya (Gonthier et al, 2014). Berikut ini
adalah strategi dan rekomendasi  untuk
mengintegrasikan aspek agraria dalam upaya
penegakan hukum vyang lebih efektif dalam
perlindungan biodiversitas:

a. Reformasi Kebijakan Agraria untuk Konservasi

Biodiversitas
Reformasi  kebijakan  agraria  yang
mencakup  pembatasan  konversi  hutan,

perlindungan area berkeanekaragaman hayati

tinggi, pengembangan sistem zonasi, pemberian
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insentif  ekonomi, dan kolaborasi dengan
pemangku kepentingan adalah langkah penting
dalam menjaga keanekaragaman hayati dan
ekosistem alam. Salah satu langkah kunci adalah
konversi  hutan lahan

membatasi menjadi

pertanian atau perkebunan dengan
mengidentifikasi daerah-daerah yang memiliki
keanekaragaman hayati tinggi dan melarang
konversi hutan di daerah tersebut. Hutan-hutan ini
berperan sebagai habitat alami bagi berbagai
spesies flora dan fauna, sehingga harus dijaga
dan dilestarikan. Selain itu, reformasi ini juga
harus mencakup pengakuan dan perlindungan
area yang memiliki keanekaragaman hayati
tinggi, seperti taman nasional, cagar alam, atau
hutan lindung. Melalui perlindungan hukum dan
fisik, area-area ini harus dijaga dari aktivitas yang
dapat merusak biodiversitas, seperti penjarahan
kayu atau perburuan ilegal. Dalam rangka

lebih
berkelanjutan, perlu dikembangkan sistem zonasi
yang
keperluan, seperti pertanian, pemukiman, dan

pengaturan penggunaan lahan yang

memisahkan area untuk berbagai
konservasi. Daerah dengan keanekaragaman
hayati tinggi harus ditempatkan dalam zona
konservasi yang ketat, sementara area untuk
pertanian atau pemukiman harus terbatas dan
diatur dengan ketat (Gurran, Gilbert, & Phibbs,
2015)

keanekaragaman hayati dapat dipandu oleh teori

Dalam konteks hukum, perlindungan

hukum pembangunan yang dikemukakan oleh
Mochtar Kusumaatmadja. Teori ini menekankan

bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat
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untuk mengatur masyarakat tetapi juga sebagai
sarana untuk mencapai tujuan pembangunan
yang berkelanjutan. Salah satu implementasi dari
teori ini adalah melalui pengaturan yang ketat
terhadap konversi hutan menjadi lahan pertanian
atau perkebunan. Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya
Alam Hayati dan Ekosistemnya, misalnya, dapat
diperkuat dengan peraturan tambahan yang
secara spesifik melarang konversi hutan di
daerah dengan keanekaragaman hayati tinggi. Ini
perlu diiringi dengan penegakan hukum yang
efektif, termasuk sanksi pidana bagi pelanggaran,
untuk memastikan kepatuhan. Perlindungan
hukum dan fisik terhadap area yang memiliki
tinggi
ditegaskan dalam undang-undang. Misalnya,

keanekaragaman hayati juga harus
melalui peraturan yang melarang aktivitas yang
merusak di taman nasional, cagar alam, atau
hutan lindung, dan memastikan adanya patroli
rutin serta pemantauan untuk mencegah aktivitas
legal seperti penjarahan kayu atau perburuan
legal. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan juga dapat diperkuat dengan
yang lebih  detail

perlindungan kawasan konservasi. Sistem zonasi

peraturan mengenai
yang memisahkan area untuk berbagai keperluan
dapat diterapkan melalui peraturan daerah yang
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW). Daerah yang diidentifikasi sebagai
memiliki keanekaragaman hayati tinggi harus
dimasukkan ke dalam zona konservasi yang

ketat, yang diatur oleh hukum untuk mencegah
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konversi atau pembangunan yang merusak.
Peraturan zonasi ini harus disusun dengan
masukan  dari

mempertimbangkan berbagai

pemangku kepentingan, termasuk ilmuwan,
pengelola kawasan konservasi, dan masyarakat
lokal. Pada titik ini, keterpaduan kebijakan antara
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLHK) serta Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
menjadi sangat krusial dalam upaya perlindungan
keanekaragaman hayati dan pengelolaan lahan
yang berkelanjutan. Kolaborasi yang efektif
antara kedua kementerian ini diperlukan untuk
menciptakan dalam dan

sinergi regulasi

implementasi  kebijakan yang berhubungan
dengan konservasi hutan dan penggunaan lahan.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
bertanggung jawab atas pengelolaan kawasan
hutan, termasuk taman nasional, cagar alam, dan
hutan lindung, yang merupakan habitat penting
bagi banyak spesies flora dan fauna. Di sisi lain,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional mengatur perencanaan dan
penggunaan lahan di luar kawasan hutan, yang
mencakup lahan pertanian, perkebunan, dan
pemukiman. Keterpaduan kebijakan diperlukan
untuk memastikan bahwa area dengan
keanekaragaman hayati tinggi yang berada di luar
kawasan hutan juga mendapatkan perlindungan
yang memadai melalui perencanaan tata ruang
yang berkelanjutan. Kedua kementerian perlu
berkoordinasi dalam penyusunan Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) yang memasukkan
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prinsip-prinsip ~ konservasi  keanekaragaman
hayati. Zonasi yang memisahkan area untuk
konservasi, pertanian, dan pemukiman harus
dirancang  secara

komprehensif  dengan

mempertimbangkan ~ data  ekologis  dan
lingkungan. Daerah dengan keanekaragaman
hayati tinggi harus ditempatkan dalam zona
konservasi yang ketat, yang diatur oleh hukum
untuk mencegah konversi atau pembangunan
yang merusak. Penegakan hukum yang kuat

memerlukan koordinasi antara aparat penegak

hukum dari KLHK dan ATR/BPN untuk
memastikan  bahwa aturan yang ada
dimplementasikan ~ secara  efekiif  dan

pelanggaran terhadap peraturan lingkungan dan
tata ruang dapat ditindak dengan tegas. Dengan
demikian, sinergi antara KLHK dan ATR/BPN
sangat penting  untuk

mencapai  tujuan

perlindungan  keanekaragaman hayati dan

pengelolaan lahan yang berkelanjutan.

b. Pengelolaan Lahan Berkelanjutan
Pengelolaan lahan berkelanjutan adalah

yang

penggunaan

pendekatan bertujuan untuk

mengoptimalkan lahan  sambil
menjaga keseimbangan ekologis, sosial, dan
ekonomi. Ini melibatkan serangkaian praktik dan

kebijakan yang memastikan bahwa sumber daya

alam  dimanfaatkan secara efisien  dan
bertanggung jawab, tanpa mengorbankan
kemampuan  generasi mendatang  untuk

memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Salah satu

aspek utama dari  pengelolaan  lahan

berkelanjutan adalah perencanaan tata ruang
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yang baik, yang melibatkan identifikasi dan
pemetaan area dengan keanekaragaman hayati
tinggi, kawasan konservasi, lahan pertanian,
pemukiman, dan area lain sesuai fungsinya.
Pengelolaan lahan berkelanjutan adalah kunci
dalam menjaga keanekaragaman hayati dan
lingkungan yang sehat. Salah satu aspek penting
dalam pengelolaan ini adalah mendorong praktik
pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan.
Salah satu contoh praktik ini adalah agroforestri,
yang menggabungkan keanekaragaman hayati
dalam sistem pertanian (Fahad et al, 2022).
Dalam agroforestri, tanaman pohon ditanam
bersamaan dengan tanaman pertanian untuk
memberikan perlindungan dari erosi tanah,
meningkatkan kualitas tanah, dan mendukung
keberlanjutan ekosistem. Hal ini membantu

menjaga  keanekaragaman  hayati  dan

meminimalkan  dampak  negatif  terhadap

lingkungan. Selain itu, pengelolaan lahan

berkelanjutan  juga  berarti  mengurangi

penggunaan pestisida dan bahan kimia

berbahaya bagi lingkungan. Penggunaan

berlebihan dari zat-zat ini dapat merusak
ekosistem, termasuk populasi serangga yang
penting untuk penyerbukan tanaman. Sebagai
alternatif, metode pengendalian hama yang lebih
ramah lingkungan, seperti penggunaan predator
alami atau teknik pertanian organik, dapat
diterapkan. Hal ini membantu  menjaga
keseimbangan ekosistem dan meminimalkan
dampak

negatif terhadap keanekaragaman

hayati. Pengelolaan lahan berkelanjutan bukan
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hanya tentang memenuhi kebutuhan pertanian,
tetapi juga tentang menjaga keseimbangan
ekologi dan pelestarian lingkungan alam. Dengan
menerapkan praktik pertanian berkelanjutan dan
mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya,
kita dapat melindungi keanekaragaman hayati
sambil mendukung ketahanan pangan yang
berkelanjutan.
c. Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan
Lahan llegal
Penegakan hukum terhadap penggunaan
lahan ilegal adalah langkah yang krusial dalam
dan
yang
berkelanjutan. Salah satu pendekatan efektif

melindungi  keanekaragaman  hayati

memastikan penggunaan lahan
dalam penegakan hukum ini adalah dengan

memperketat pengawasan dan mengadopsi
teknologi canggih, seperti pemetaan satelit, untuk
memonitor dan mendeteksi aktivitas penggunaan
lahan yang tidak sesuai dengan aturan (Wang et
al, 2017).

pemantauan yang akurat dan real-time atas

Pemetaan satelit memungkinkan
perubahan penggunaan lahan. Dengan teknologi
ini, petugas penegak hukum dapat dengan
mudah mengidentifikasi penebangan hutan liar,
perubahan penggunaan lahan yang tidak sah,
atau konversi lahan hutan menjadi lahan
pertanian tanpa izin. Data yang dikumpulkan
melalui pemetaan satelit dapat digunakan
sebagai bukti dalam pengadilan dan memperkuat
penegakan hukum terhadap pelanggaran. Selain
itu, penting juga untuk meningkatkan kerjasama
dan

antara pihak berwenang, pemerintah,
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lembaga pengawas lingkungan dalam mengawasi

penggunaan lahan. Ini mencakup pelatihan
petugas penegak hukum untuk mengenali tanda-
tanda pelanggaran dan memberikan mereka alat
yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang
tegas. Sanksi yang tegas dan efektif juga harus
diterapkan terhadap pelaku penggunaan lahan
legal. Hal ini mencakup denda yang signifikan,
yang
pelanggaran, atau penuntutan hukum yang dapat

konfiskasi  aset digunakan  dalam
mengakibatkan hukuman penjara bagi pelaku.
yang faktor

penghambat yang kuat bagi individu atau entitas

Sanksi tegas dapat menjadi
yang ingin melanggar peraturan penggunaan
lahan. Dengan memperketat penegakan hukum
terhadap lahan dan

penggunaan ilegal

menggabungkan teknologi pemantauan yang
canggih, kita dapat melindungi keanekaragaman
hayati dan memastikan bahwa lahan digunakan
secara berkelanjutan sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Ini adalah langkah penting dalam
upaya untuk melestarikan alam dan mencegah
kerusakan lingkungan.
d. Perlindungan Hak Masyarakat Lokal dan Adat
Perlindungan hak masyarakat lokal dan
masyarakat adat atas tanah dan sumber daya
alam adalah prinsip penting dalam menjaga
keanekaragaman hayati dan  menjalankan
pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Pasal 18B

ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia  Tahun 1945 mengakui  dan
menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
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sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat adat
sering kali memiliki pengetahuan mendalam
tentang ekosistem lokal dan praktik pengelolaan
sumber daya alam yang berkelanjutan, yang telah
teruji selama berabad-abad. Pengakuan hukum
terhadap hak-hak mereka memastikan bahwa
mereka dapat terus melestarikan tanah dan
sumber daya alam dengan cara yang menjaga
keanekaragaman hayati dan ekosistem yang
sehat. Masyarakat lokal dan masyarakat adat
seringkali memiliki pengetahuan tradisional yang
sangat berharga tentang ekosistem setempat dan
cara-cara berkelanjutan dalam memanfaatkannya
(Garnett et al, 2018). Penting untuk mengakui dan
melindungi hak-hak mereka terhadap tanah dan
sumber daya alam yang mereka gunakan secara
tradisional. Ini dapat mencakup hak kepemilikan,
hak akses, dan hak pengambilan keputusan
terkait sumber daya alam yang ada di wilayah
mereka. Perlindungan ini tidak hanya berfungsi
untuk menjaga kesejahteraan masyarakat lokal
dan masyarakat adat, tetapi juga sebagai strategi
untuk melestarikan keanekaragaman hayati.
Selain mengakui hak-hak mereka, penting juga
untuk melibatkan masyarakat lokal dalam proses
pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan
dan konservasi biodiversitas. Ini dapat dilakukan
melalui  konsultasi, partisipasi  aktif dalam
perencanaan penggunaan lahan, dan pemberian
untuk

wewenang kepada masyarakat lokal

mengelola sumber daya alam di wilayah mereka.
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kita

memanfaatkan pengetahuan tradisional mereka

Dengan  melibatkan  mereka, dapat
untuk mendukung praktik berkelanjutan dan
lebih

Pendekatan ini tidak hanya memberikan manfaat

menjaga ekosistem yang seimbang.
sosial dan budaya kepada masyarakat lokal dan
masyarakat adat, tetapi juga berkontribusi positif
ternadap pelestarian keanekaragaman hayati.
Dengan menjaga hubungan harmonis antara
manusia dan alam, kita dapat mencapai tujuan
konservasi biodiversitas sambil meningkatkan
kesejahteraan masyarakat lokal dan masyarakat
adat.
e. Pendidikan dan Kesadaran Publik tentang
Biodiversitas dan Agraria

Pendidikan dan kesadaran publik tentang
biodiversitas dan pengelolaan lahan yang
berkelanjutan adalah kunci dalam upaya menjaga
keanekaragaman hayati dan mencapai tujuan
pelestarian lingkungan. Melalui berbagai program
pendidkan  dan  kampanye  kesadaran,
masyarakat dapat memperlihatkan hubungan erat
antara pengelolaan lahan yang berkelanjutan dan
perlindungan biodiversitas (Solh et al, 2003).
Salah satu aspek penting dari pendidikan ini
adalah  mengedukasi masyarakat tentang
pentingnya ekosistem dan bagaimana praktik
pengelolaan lahan yang buruk dapat merusak
keanekaragaman hayati. Program ini harus
mencakup informasi tentang peran penting hutan,
lahan basah, dan ekosistem lainnya dalam
menjaga keseimbangan lingkungan. Selain itu,

harus ditekankan bahwa praktik-praktik seperti
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deforestasi, pertanian yang merusak, atau
tidak terkendali

membahayakan kehidupan flora dan fauna.

pembangunan yang dapat
Penting juga untuk mengajak masyarakat umum
aktif praktik

pengelolaan lahan yang mendukung pelestarian

untuk  berpartisipasi dalam
biodiversitas. Ini dapat melibatkan mereka dalam
penanaman pohon, kampanye pengurangan
sampah, atau kegiatan ekowisata yang bertujuan
untuk memberikan pendapatan tambahan bagi
masyarakat lokal sambil menjaga lingkungan
alam. Selain itu, penggunaan media sosial,
seminar, workshop, dan pameran adalah alat
yang efektif dalam meningkatkan kesadaran
publik tentang masalah ini. Kampanye kesadaran
dapat menggugah rasa tanggung jawab terhadap
lingkungan dan memotivasi individu untuk
mengambil tindakan positif dalam mendukung
pelestarian biodiversitas. Dengan mengedukasi
masyarakat dan melibatkan mereka dalam praktik
pengelolaan lahan yang berkelanjutan, kita dapat
menciptakan kesadaran yang lebih besar tentang
perlindungan  biodiversitas dan  pentingnya
menjaga keseimbangan ekosistem. Ini adalah
langkah penting dalam menjaga keanekaragaman
hayati untuk generasi mendatang.
f. Kerjasama Lintas Sektor

Kerjasama lintas sektor antara agraria dan
lingkungan merupakan pilar utama dalam
menjaga keseimbangan antara keberlanjutan
pertanian dan pelestarian biodiversitas. Dalam
upaya mencapai tersebut,

tujuan sejumlah

langkah strategis perlu diterapkan. Pertama, perlu
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dilakukan  koordinasi yang erat antara
departemen atau lembaga pemerintah yang
mengawasi  sektor
(Scherr, & McNeely, 2007). Pembentukan tim

kerja bersama atau forum dialog dapat menjadi

agraria  dan lingkungan

wadah yang efektif untuk pertukaran informasi
dan koordinasi kebijakan yang efisien. Kedua,
pemerintah perlu mengembangkan kebijakan

agraria yang holistik dan selaras dengan tujuan

konservasi  biodiversitas. Hal ini mencakup
pengakuan terhadap pentingnya
mempertimbangkan  keanekaragaman  hayati

dalam perencanaan penggunaan lahan dan

pembangunan infrastruktur. Kebijakan tersebut

juga harus mendorong praktik pertanian
berkelanjutan yang mendukung pelestarian
lingkungan.  Selanjutnya, pemerintah  dapat

memberikan insentif ekonomi kepada sektor
agraria yang berperan aktif dalam pelestarian
biodiversitas. Program subsidi atau penghargaan
bagi  praktik-praktik  berkelanjutan,
yang

lingkungan, dapat mendorong perubahan positif

seperti

penggunaan teknik pertanian ramah
dalam sektor ini. Peran swasta juga sangat
penting dalam kerjasama lintas sektor ini.
Perusahaan pertanian dan industri terkait harus
praktik-praktik

berkelanjutan dan bertanggung jawab atas

berkomitmen untuk mematuhi

dampak lingkungan vyang dihasilkan oleh

operasional mereka. Kemitraan antara sektor
swasta dan organisasi lingkungan dapat menjadi
langkah

strategis dalam mencapai tujuan

bersama. Selain itu, pelatihan dan pendidikan
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tentang praktik pertanian berkelanjutan dan
pelestarian biodiversitas harus tersedia bagi
petani dan pemangku kepentingan di sektor
agraria. Hal ini akan meningkatkan pemahaman
mereka  tentang
Terakhir,

pemantauan terhadap dampak kebijakan agraria

pentingnya  pelestarian

lingkungan. penelitian iimiah  dan
terhadap biodiversitas harus dilakukan secara
berkelanjutan. Data yang dikumpulkan dapat
menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebijakan
yang efektif dan berdampak positif pada
lingkungan. Dengan mengintegrasikan kebijakan,
praktik, dan sumber daya antara sektor agraria
kita

keseimbangan yang penting antara memenuhi

dan  lingkungan, dapat  menjaga
kebutuhan pangan dan menjaga ekosistem yang
sehat bagi semua makhluk hidup. Kerjasama
lintas sektor adalah landasan yang kokoh dalam
upaya menjaga keberlanjutan dan pelestarian
alam.

Integrasi aspek agraria dalam

upaya

perlindungan  biodiversitas ~ memungkinkan

penciptaan pendekatan yang lebih holistik dan
efektif. Dengan mempertimbangkan penggunaan
dan pengelolaan lahan dalam konteks pelestarian
keanekaragaman  hayati,

dapat tercipta

keseimbangan antara pembangunan  dan

konservasi, yang penting untuk keberlanjutan

lingkungan dan ekonomi.

D. SIMPULAN
Studi ini mengungkapkan kompleksitas dan

multidimensi  dinamika kejahatan terhadap
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biodiversitas dalam sektor agraria dan menyoroti

peran  penting  hukum  pidana  dalam

melindunginya. Kerusakan biodiversitas sering
akibat tidak

berkelanjutan, seperti deforestasi yang tidak

terjadi praktik agraria yang

terkendali, penggunaan pestisida berbahaya, dan

fragmentasi habitat, yang semuanya
mengganggu keseimbangan ekosistem dan
mengurangi  keanekaragaman hayati. Peran

hukum pidana dalam mengatasi masalah ini

sangat krusial, memberikan kerangka kerja

hukum untuk mencegah, menindak, dan
memberikan sanksi terhadap tindakan yang
merusak keanekaragaman hayati. Hukum pidana
tidak hanya menawarkan alat untuk penegakan
peraturan dan sanksi bagi pelanggar, tetapi juga
publik

tentang pentingnya pelestarian biodiversitas.

membantu  meningkatkan kesadaran
Selain itu, pengelolaan agraria yang bertanggung
jawab dan berkelanjutan merupakan kunci
penting dalam upaya perlindungan biodiversitas,
mengintegrasikan ~ aspek  agraria  dalam
pendekatan yang lebih holistik dan efektif. Ini

termasuk reformasi kebijakan agraria untuk

konservasi  biodiversitas, pengelolaan lahan
berkelanjutan, penegakan hukum terhadap
penggunaan lahan ilegal, perlindungan hak

masyarakat lokal dan adat, serta pendidikan dan
kesadaran publik tentang biodiversitas dan

agraria.  Kesimpulannya, untuk  mencapai

keseimbangan antara pembangunan  dan

konservasi yang penting untuk keberlanjutan

lingkungan dan ekonomi, diperlukan pendekatan
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terpadu yang melibatkan kebijakan, teknologi,
pendidikan, dan kerjasama internasional dalam
sektor

upaya melindungi biodiversitas dan

agraria.
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